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ABSTRAK 

 

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang melibatkan setiap anggota 

masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 

Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di Pekon Srimenganten Kecamatan 

Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus yang melakukan praktik jual beli kredit 

tanah kavling. Perjanjian jual beli kredit tersebut nelibatkan dua pihak, yakni 

pihak debitur (penjual tanah) dengan pihak kreditur (pembeli tanah), jual beli 

tersebut dilakukan secara kredit atau menggunakan sistem cicilan. Praktik jual beli 

kredit tanah kavling tersebut ditetapkan dalam sebuah perjanjian yang memuat 

jumlah dan besaran cicilan, jangka waktu serta hak dan kewajiban setiap pihak 

yang harus dipenuhi. Apabila terdapat hal yang penting namun belum tertulis 

dalam perjanjian, kedua belah pihak harus membuat kesepakatan yang disetujui 

oleh kedua belah pihak. Salah satu masalah yang terjadi dalam praktik tersebut 

adalah terkait kredit macet, dalam perjanjian tidak terdapat pasal mengenai 

penghapusan uang muka apabila terjadi kredit macet, sedangkan debitur 

melakukan penghapusan uang muka secara sepihak tanpa kesepakatan kreditur 

apabila kreditur mengalami kredit macet. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana praktik penyelesaian kredit macet dalam jual beli kredit tanah 

kavling di Pekon Srimenganten Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten 

Tanggamus dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penyelesaian 

kredit macet dalam jual beli kredit tanah kavling di Pekon Srimenganten 

Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.  

Jenis penelitian ini adalah termasuk ke dalam penelitian lapangan (field 

research), sedangkan untuk sifat penelitian ini adalah bersifat deskriftif normatif. 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 

observasi, wawancara dan dokumentasi kepada penjual tanah dan pembeli tanah 

kavling di Pekon Srimenganten Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten 

Tanggamus.  

Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik penyelesaian kredit macet dalam 

jual beli tanah tanah kavling  di Pekon Srimrnganten Kecamatan Pulau Pangung 

Kabupaten Tanggamus, terjadi antara penjual tanah kavling (kreditur) dengan 

pembeli tanah (debitur). Di mana penjual menjual tanah kepada pembeli dengan 

sistem kredit. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam praktik pelaksanaan 

penyelesaian kredit macet dengan penghapusan uang muka dalam jual beli kredit 

tanah kavling dengan di Pekon Srimenganten ini terjadi atas dasar kesepakatan 

sepihak, yaitu pihak penjual tanah. Praktik penghapusan uang muka tersebut juga 

tidak dijelakan di awal akad, sehingga menimbulka ketidaksesuaian pada akad 

perjanjian. Selain itu, praktik tersebut merupakan perbuatan zalim karena 

merugikan salah satu pihak yaitu pihak kreditur (pembeli tanah), yang dimaksud 

adalah kerugian akibat perjanjian yang dilakukan awal. Sebab, uang muka dalam 

praktik jual beli kredit tersebut menjadi hapus akibat pembeli menunggak 

cicilannya.  
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MOTTO 

 

هَا انََّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَ سَلَّمَ اشْتَ رَى طعََامًا مِنْ يَ هُودِيِّ اِلَ   عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَن ْ
(رواه البخارى)اَجَلٍ وَرَىَنَوُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ   

“Dari Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah Saw membeli makanan dari seorang 

Yahudi dan menjaminkan kepadanya  baju besi.” (HR. Bukhari)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh Ibn Barzabah Al-

Bukhori Al-Ju’fi Al-Mutafasannah, Shohihul Bukhori (Bairut, Libanon: Darul Al-Kutub Al-

Ilmiyah , 2004), h. 1693. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan memahami skripsi ini, maka diperlukan adanya uraian terhadap 

penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan 

skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

disinterpretasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan. 

Di samping itu, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok 

permasalahan yang akan dibahas, yaitu “Tinjauan Hukum Islam  Terhadap 

Penyelesaian Kredit Macet  Dalam Praktik Jual Beli Kredit Tanah Kavling 

(Studi Kasus di Pekon Srimenganten, Kecamatan Pulau Panggung, 

Kabupaten Tanggamus)”. Adapun penegasan arti dari judul skripsi ini 

adalah: 

1. Kredit Macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat 

adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar 

kemampuan orang yang berhutang (debitur).
1
 

2. Jual Beli Kredit adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, 

dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam 

beberapa waktu secara tertentu, lebih mahal daripada harga kontan.
2
 

3. Tanah Kavling dalam kamus besar bahasa Indonesia, kavling adalah 

bagian tanah yang sudah di petak-petak dengan ukuran tertentu yang akan 

                                                           
1
 Dahlan Siamat, Manajemen Bank Umum,( Jakarta: Interrmedia, 1993),  h.  220 

2
 Qomarul Huda, Fiqih Muamalah (Jogjakarta: Teras, 2011),  h.. 55 
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dijadikan bangunan atau tempat tinggal.
3
 Dalam sebuah kompleks 

perumahan, terdapat bermacam-macam bentuk tanah kavling, sesuai letak 

atau posisinya didalam perumahan tersebut. 

4. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 

sunnah Rassul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 

diyakini mengikat semua yang beragama Islam.
4
 Hukum Islam adalah 

ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan 

larangan bagi umat Islam.
5
 

Jadi maksud dari judul di atas adalah tentang Perspektif Hukum Islam 

Dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Dalam Praktik Jual 

Beli Kredit Tanah Kavling di Pekon Srimenganten Kecamatan Pulau 

Panggung Kabupaten Tanggamus. 

B. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menghindarkan diri 

dari kehidupan bermasyarakat, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia 

selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Setiap orang melakukan 

perbuatan atau saling berinteraksi dalam hidupnya dengan orang lain, hal 

tersebut dalam hukum Islam disebut dengan mu‟amalah. Salah satu dari 

bentuk muamalah adalah jual beli, dimana pihak penjual dan pembeli sepakat 

untuk melakukan suatu jual beli dengan harga yang disepakati. 

                                                           
3
 Desy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa indonesia Terbaru, Catatan ke 1, (Surabaya: 

Amalia Surabaya, 2003), h 226 
4
 Amir Syafuddin, Ushul Fiqh Jilid 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5 

5
 Abdul Wahab Khalaf, Kaidah Kaidah Hukum Islam, Penerjemah : Noer Iskandar Al-

Barsany, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 154 
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Jual beli merupakan sarana yang paling tepat bagi masyarakat untuk 

mendatangkan berbagai barang dan kebutuhan yang mereka perlukan, karna 

tidak semua orang mampu dan cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka 

sendiri, maka sarana yang mudah dan tepat tersebut adalaha jual beli. Menurut 

istilah syara‟ jual beli adalah pertukaran harta atas suka sama suka. Atau dapat 

juga diartikan dengan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan 

syara‟ Jual beli pada dasarmya dibolehkan dalam islam.
6
 kebolehan ini 

berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29 : 

                         

                     

 ﴾ ٢ٕ﴿النّيثاء:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.”
7
 (QS. An-Nisaa : 29) 

Pada ayat diatas mengindekasikan bahwa Allah SWT melarang kaum 

musliimin untuk memakan harta orang lain secara batil, konteks ini  memiliki 

arti yang sangat luas yakni melakkan transaksi eknomi yang bertentangan 

dengan syara‟ seperti halnya berbasis riba, bersifat spekulatif (maysir/judi) 

atau mengandung unsur garar, selain itu ayat ini juga memberikan 

                                                           
6
Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah, (Yogyakarta:UHPress, 2004), h.11-

12. 
7
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan (Yogyakarta: 

Kumudasmoro Grafindo, 1974), h. 122. 
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pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanaakan harus 

memperhatikan unsur kerelaan bagi semua piihak.
8
 

Dapat dikatakan bahwa terjadinya jual beli, dimana telah terapenuhi 

syarat-syarat dan rukun dari jual beli sebagai mana yang diatur dalam hukum 

Islam dan hukum positif. Akan tetapi, dewasa ini, masyarakat melakukan 

transaksi jual beli dengan menghalalkan segala cara hanya untuk meraup 

keuntungan yang besar tanpa memperhatikan apakah transaksi jual beli yang 

dilakukannya sudah sesuai apa yang telah disyariatkan atau tidak. 

Salah satu bentuk dari jual beli tersebut ialah jual beli secara kredit 

atau ba’i taqsith dimana dengan suatu kesepakatan dari para pihak untuk 

melakukan transaksi suatu barang dengan harga tertentu dalam jangka waktu 

tertentu atau pembayaran yang ditangguhkan. Jual beli kredit harganya bisa 

saja menjadi lebih rendah apabila pembayaran serta pembeliannya dilakukan 

di waktu-waktu yang relatif cepat, sebaliknya apabila tanggung jawab waktu 

pada kesepakatan awal lebih lama, maka pembayaranya menjadi lebih tinggi. 

Pada dasarnya jual beli sistem kredit atau ba’i  taqsith ini adalah 

penjualan yang fleksibel, dimana tinggi atau rendahnya harga pembayaran 

tergantung pada jangka waktu pelunasan yang disanggupi oleh konsumen, 

adanya kesepakatan dari ke dua belah pihak, dan waktu yang cepat. Maka 

jumlah keseluruhan dari pembayaran menjadi kecil, sebaliknya apabila 

melakukan pencicilan pembayaran dengan waktu yang panjang atau relatif 

lama dapat mengakibatkan keseluruhan pembayaran menjadi besar. Adapun 

                                                           
8
 Dimyauddin Djuwaini, Pegantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 

h 70 
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prihal kesepakatan yang dibuat para pihak, haruslah dilakukan sepenuhnya 

oleh pembeli umtuk melunasi pembayaran dari barang yang dibeli dari jangka 

waktu tertentu. 

Terdapat berbagai macam bentuk barang yang dapat di perjual belikan 

secara kredit, salah satunya ialah tanah yang telah ditentukan ukuran dan 

batas tanah itu, dalam hal ini disebut tanah kavling. Penjualan tanah secara 

kavlling tersebut wajar adanya bila dilakukan secara kredit, karena harga 

tanah yang sangat mahal, maka pembelian secara tunai pun relatif sulit 

dilakukan, dalam jual beli tanah secara kredit ini digunakan uang muka 

sebagai pertanda bahwa pihak pembeli ingin membeli tanah tersebut. 

Besarnya uang muka ditentukan oleh pihak penjual. 

Mulanya penjual dan pembeli tanah melakukan akad jual beli kredit 

tanah kavling, setelah kedua belah pihak sepakat maka terjadilah perjanjian 

beli kredit tersebut. Kedua belah pihak sama-sama mengetahui terkait hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. Hal-hal tersebut tercantum dalam akta jual 

beli kredit. Kemudian, pihak pembeli akan membayarkan uang muka Rp 

5.000.000,00,- (sesuai dengan kesepakatan). Dengan adanya uang muka yang 

telah dibayarkan oleh pembeli, maka sisa dari jumlah pembelian tanah 

kavling tersebut merupakan kewajiban pembeli untuk melunasinya secara 

bertahap sesuai dengan besarnya jumlah cicilan yang telah disepakati oleh 
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para pihak dan apabila pembeli menunggak atau mengalami cicilan kredit 

macet maka  uang muka tersebut hapus.
9
 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangakat 

dan membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul : 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet  Dalam Praktik 

Jual Beli Kredit Tanah Kavling di Pekon Srimenganten Kecamatan Pulau 

Panggung Kabupaten Tanggamus.”  

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dari pengumpulan 

data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah masalah 

yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi 

dilapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga 

rumusan masalah ini saling berkaitan.Fokus penelitian pada skripsi ini adalah 

tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet  dalam 

praktik jual beli kredit tanah kavling di Pekon Srimenganten Kecamatan Pulau 

Panggung Kabupaten Tanggamus. 

D. Rumusan Masalah 

Dengan berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas ditemukan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana praktik penyelesaian kredit macet dalam jual beli kredit tanah 

kavling di Pekon Srimenganten Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten 

Tanggamus? 

                                                           
9
Wawancara, Bapak Sutra Jaya, Pemilik Tanah, Pekon Srimenganten, Kecamatan Pulau 

Panggung, Kabupaten Tanggamus. Tanggal 5 Juni 2020 
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2. bagaiamana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penyelesaian kredit 

macet dalam jual beli kredit tanah kavling di Pekon Srimenganten 

Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Praktik Penyelesaian Kredit Macet Dalam Jual Beli 

Kredit Tanah Kavling di Pekon Srimenganten Kecamatan Pulau Panggung 

Kabupaten Tanggamus. 

2. Untuk mengetahui Tinajaun Hukum Islam Tentang Praktik Penyelesaian 

Kredit Macet Dalam Jual Beli Kredit Tanah Kavling di Pekon 

Srimenganten Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. 

F. Signifikasi Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu 

pengetahuan hukum, khususnya mengenai penyelesaian kredit macet 

dalam jual beli kredit tanah kavling perspektif hukum Islam dan hukum 

positif. 

2. Kegunaan Praktis 

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, masyarakat, 

konsumen, pemerintah, serta pihak pihak lain di Indonesia mengenai 

praktik jual beli tanah kavling dengan Sistem kredit. Dan hasil penelitian 

ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H 

pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. 
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G. Tinjauan  Pustaka 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menelusuri beberapa literatur  

untuk memudahkan  penulis dan menjelaskan perbedaan bahasa dan kajian 

dengan penulis-penulis sebelumnya. Untuk menghindari terjadinya 

plagiarisme dan sebagai acuan peneliti dalam  pembuatan skripsi maka 

penulis menggunakan beberapa tinjauan pustaka sebagai berikut : 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M.Habibi Albaihaki 

(1521030235), mahasiswa S1 jurusan Muamalah Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Tembak (Studi 

Kasus di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur). 

Pokok permasalahan ini adalah jual beli bibit ikan lele dengan 

menggunakan sistem tembak dengan hitungan awal yang ditimbang lalu 

dari hasil timbangan tersebut dijadikan patokan untuk hitungan 

selanjutnya.
10

 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Resa Wulandari 

(1421030195), Mahasiswi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas 

Islam Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Penjualan Barang Kredit (Studi kasus pada Warga Desa Banjar 

Negri Kecamatan Gunung Alip Kabuaten Tanggamus)”. Pokok 

permasalahan ini adalah jual beli barang yang masih dalam keadaan kredit 

                                                           
10

 M.Habibi Albaihaki, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele Dengan 

Sistem Tembak, Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negri Raden 

Intan Lampung, Bandar Lampung 2019. 
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dijual kembali secara cash. Akan tetapi pihak debitur tetap membayar 

angsuran setiap minggu atau setiap bulannya meskipun barang itu sudah 

tidak miliknya lagi.
11

 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Mufarrohah 

(3304055), mahasiswi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit dengan Jatuh Tempo 

Pembangunan di Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo”. Pokok 

permasalahan dalam penelitian adalah praktik jual beli tanah menggunaan 

sistem pembangunan jatuh tempo. Dalam praktik jual beli kredit tersebut, 

sistem pembangunan jatuh tempo dilakukan hanya selama 1 tahun. Hal 

tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya kredit macet yang 

dilakukan oleh pihak kreditur.
12

 

Berdasarkan penelitian yang terdahulu di atas dalam tinjuan hukum 

Islam dalam Jual Beli yang sama untuk data referensi. Dari dua penelitaian 

terdahulu yang  membedakan dengan  penelitian yang dilakukan oleh 

penulis baik dari fokus kajian, maupun tempat atau obyek studi yang 

dipilih. 

Dari tinjauan pustaka tersebut dapat ditegaskan bahwa pada dasarnya 

terjadi persamaan dan perbedaan. Persamaan antara penelitian penulis 

                                                           
11

 Resa Wulandari, Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit, skripsi 

tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Raden Intan Lampung, Bandar Lampung 

2018. 
12

 Lailatul Mufarrohah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit 

dengan Jatuh Tempo Pembangunan di Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo”, Skripsi 

diterbitkan, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010. 
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dengan penelitian diatas ialah penelitian ini sama sama membahas tentang 

jual beli sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan. 

Pertama,  lokasi tempet penelitian yang penulis teliti adalah di Pekon yang 

bebeda. Kedua, fokus penelitan yang penulis teliti adalah tentang 

bagaiamana Tinjuan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet 

dalam Jual Beli Kredit Tanah Kavling. Ketiga, permasalahan yang dibahas 

berbeda dengan penelitan terdahulu yang pernah diteliti atau yang 

dijadikan referensi. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif 

dan penelitian empiris, yang mana penelitian normatif, yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder 

yang terdiri dari bahan hukum primer, sedangkan penelitian empiris 

adalah penelitian yang dilakukan dilapangan dengan melihat secara 

langsung kenyataan yang ada.  

b. Sifat Penelitian 

Prosedur penelitian dalam penelitian kualitatif, bersifat holistik 

dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam 

melihat hubungan antar variabel pada obyek yang diteliti lebih bersifat 

interaktif yaitu saling mempengaruhi, sehingga tidak diketahui variabel 



11 
 

independen dan dependennya.
13

 Dalam hal ini berkaitan dengan 

praktik jual beli tanah kavling dengan cara kredit. 

2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan 

data sekunder 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

responden atau objek yang diteliti atau hubungannya dengan objek 

yang diteliti.Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang 

diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.
14

 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari kantor, buku (kepustakaan), atau 

pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan 

objek dan tujuan penelitian.
15

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian 

kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan 

data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan 

angka-angka.Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, 

dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungan nya dengan 

masalah yang diteliti.
16

 

                                                           
13

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis,(Bandung: Alfabeta, 2014), h.18. 
14

 Ibid,  h.57 
15

 Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),  h. 64 
16

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.18 
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a. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk menghimpun data penelitian menggunakan pengamatan dan 

penginderaan.
17

 Peneliti juga akan melakukan tatap muka dengan 

narasumber untuk mengajukan suatu pertanyaan melalui wawancara 

terstruktur dengan pihak terkait dalam hal ini adalah penjual tanah dan 

pembeli tanah di Pekon Srimenganten Kecamatan Pulau Panggung 

Kabupaten Tanggamus. 

b. Wawancara 

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 

mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang 

bersangkutan. Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk 

diajukan secara langsung kepada penjual dan pembeli tanah kavling di 

Pekon Srimenganten, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten 

Tanggamus. 

c. Dokumen 

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan untuk mencari data 

mengenai suatu hal atau pariabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah.
18

 ataupun keadaan Pekon Srimenganten, adapun 

                                                           
17

 Muhadjir Noeng, Metodelogi Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Positivik 

Rasionalitik Phenomenologik dan Realisme Metaphisik Dalam Telaah Studi Teks Penelitian 

Agama, (Yogyakarta:Rake Sarasin, 1996), h. 118. 
18

 Suhrismi Arikunto, Proseduur Penelittian, (Jakkarta:  Renika Cipta, 2002), h 124 
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yang dimaksud data di sini adalah suatu data yang berkaitan dengan 

data dilapangan. 

4. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, apabila 

seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada didalam wilayah 

penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi 

penelitannya juga disebut studi populasi atau sensus.
19

 Pada 

penelitian dilapangan ditemukan populasi yang berjumlah kurang 

dari 100 orang yang melakukan praktik  barang kredit. Populasi 

dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri dari 1 orang 

debitur, dan 10 orang kreditur. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti.
20

 

Seperti yang dikemukan Arikunto apabila subjek kurang dari 100 

lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya besar dapat diambil 

10-15% atau 20-25% atau lebih.
21

 Karena penelitian ini kurang dari 

100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel.  

Berdasarkan penjelasan di atas yang menjadi sampel 

dipenelitian ini sebanyak 11 orang sebagai berikut: 

a. Pihak debitur sebanyak 1 orang 

                                                           
19

 Soejarno soekanto, pengantar penelitian hukum, UI-Press, 2012, h. 172 
20

 Suhrismi Arikunto, Proseduur Penelittian suatu pendekatan prktik, (Jakkarta:  Renika 

Cipta, 2014), h. 174 
21

Ibid, h. 175 
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b. Pihak kreditur sebanyak 10 orang 

c. Seting (Lokasi Riset) 

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah yang akan 

dijadikan sebagai tempat penelitian oleh seorang peneliti. Adapun 

lokasi atau tempat penelitian dalam penelitian adalah di Pekon 

Srimenganten Kecamatan Pulau Paggung Kabupaten Tanggamus, 

tepatnya pada sebuah tempat praktik penjual tanah kavling. 

5. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Tahap-tahap pengolahan keabsahan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan Data (Editing) 

Yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan 

data yang telah dikumpulkan atau suatu kegiatan untuk 

mengadakan pemeriksaan kembali apakah data-data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap, benar atau sudah relevan dengan 

data yang diperoleh dari studi literature yang berhubungan dengan 

penelitian maupun data dari lapangan.
22

 

b. Penyusunan/sistematika data  

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang 

sudah diedit dan diberi tanda itu dalam benuk tabel-tabel yang 

berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, 

mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan 

                                                           
22

Ibid,  h. 82. 
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diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila 

data itu kualitatif. Sisttemaika pokok bahasan berdasarkan urutan 

masalah.
23

 

6. Metode Analisa  Data 

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data secara 

deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, 

menginterprestasikan, dan mengklasifikasikan dengan menggunakan 

kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan 

dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis, dan 

efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, tepat, dan dapat 

ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat 

diajuan saran-saran. 

I. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam beberapa 

bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas 

ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata 

letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

                                                           
23

Abdulhadir Muhammad, Meode Penelitian Huukum, (Banddunng:  Citra Aditya 

Bakti,2004, h152 
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BAB II : Kajian Teori, terdiri dari teori-teori yang digunakan. Fungsi 

Bab II adalah memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau 

masalah yang diteliti dan juga sebagai pemaparan yang lebih menegaskan 

kerangka pemikiran penelitian dalam memunculkan konteks penelitian yang 

diteliti 

BAB III : Laporan Hasil Penelitian, berisi tentang gambaran umum 

objek penelitian. Fungsi dari Bab III adalah sebagai gambaran terkait 

pendeskripsian hasil penelitian yang diperoleh. Pendeskripsian yang dilakukan 

menyangkut data hasil penelitian, seperti gambaran lokasi penelitian dan data-

data mengenai responden. 

BAB IV : Analisis Data, berisi tentang analisis peneliti terkait hasil 

penelitian yang telah dipaparkan dalam Bab III dan merujuk teori pada Bab II. 

Analisis data tersebut membahas mengenai rumusan masalah serta pertanyaan 

dari penelitian yang dilakukan, atau dengan kata lain berisi mengenai analisa 

dari permasalahan yang diteliti. 

BAB V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Fungsi Bab 

V adalah menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV dan 

memuat saran yang aspeknya merujuk pada kegunaan atau manfaat penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Jual Beli 

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di 

dalam al-Qur‟an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam as-Sunnah 

yang suci. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang sangat 

membutuhkan keterangan tentang masalah tersebut dari kedua sumber 

utama hukum Islam. Juga karena manusia memang membutuhkan 

makanan untuk memperkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat 

tinggal, kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan 

primer dan kebutuhan sekunder manusia dalam hidupnya.
24

 

Jual beli secara etiminologi atau bahasa, merupakan pertukaran 

sesuatu dngan sesuatu (yang lain) atau kata lain dari Ba’i (jual beli) adalah 

Al-Tijarah yang berarti perdagangan. Sedangkan jual beli secara 

terminologi atau istilah disebut dengan al-ba’i yang berarti menjual, 

mengganti, dan menjual menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal 

al-ba’i dalam terminologi fiqih terkadang dipakai untuk pengertian 

lawannya, yaitu lafal al-syira yang bearti membeli. Dengan demikian al-

ba’i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut 

Hanafiah pengertian jual beli (al-ba’i) secara definitif yaitu tukar-menukar 

harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan 

                                                           
24

 Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-Hari (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 364. 
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melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, 

Syafi‟iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (al-ba’i), yaitu tukar-menukar 

harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. 

Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah, al-ba’i 

adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda 

dengan uang. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa inti jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang yang 

mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Hal ini telah 

dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan 

sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam 

terminologi fiqih disebut dengan ba’i al-muqayyadah. Meskipun jual beli 

dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, 

namun terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun 

untuk menentukan jumlah barang yang ditukar namun diperhitungkan 

dengan nilai mata uang tertentu, misalnya, Indonesia membeli spare part 

kendaraan ke India, maka barang yang diimpor tersebut dibayar.
25

 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Al-ba’i atau jual beli menurut pandangan al-Qur‟an, as-Sunnah, 

ijma dan qiyas merupakan akad yang diperbolehkan.
26

 Jual beli sendiri 

sudah dikenal oleh masyarakat sejak zaman dahulu, zaman para nabi. 

Sejak saat itulah jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat 

                                                           
25

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 

h. 101.  
26

 Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-Hari (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 364. 
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hingga saat ini. Adapun dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam 

Islam ialah: 

a. Al-Qur‟an 

1) Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 275: 

                  

                           

                             

                          

          

 ﴾ ٧٢ٕالبقرة : ﴿

 

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, 

adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya 

jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual 

beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu 

(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada 

Allah.orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah 

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”
27

 (QS. Al-

Baqarah : 275) 

 
2) Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 282: 

                       

          ﴿ : ٢ٕٕالبقرة ﴾ 

                                                           
27

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan (Yogyakarta: 

Kumudasmoro Grafindo, 1974), h. 68. 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di 

antara kamu menuliskannya dengan benar.” 
28

(QS. Al-Baqarah : 

282) 
 

3) Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 198: 

               

                 

              

 ﴾ ٢٢ٔالبقرة : ﴿

 
Artinya; “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil 

perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 

'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan 

berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang 

ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu 

benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”
29

 (QS. Al-Baqarah : 

198) 

 

4) Firman Allah QS. An-Nisa‟ ayat 29: 

                        

                 

      :٢ٕ﴿النّيثاء ﴾ 

 

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu.”
30

 (QS. An-Nisa : 29) 
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Berdasarkan penjelasan ayat di atas maka sudah jelaslah 

bahwa adanya larangan memakan atau mengambil harta orang lain 

dengan jalan yang bathil, karena hal ini akan mengantarkan kita 

kepada jalan yang dimurkai Allah swt. Seperti adanya praktik-praktik 

riba, perjusian, dan jual beli yang mengandung unsur penpuan. Oleh 

sebab itu, Allah swt menurunkan perntahnya agar kita tidak 

mencampuradukan antara perkara yang halal dengan perkaa yang 

haram.
 31

 

b. Hadits 

Dasar hukum yang berasal dari hadits antara lain adalah 

sebagai berikut: 

1) Diriwayatkan oleh Imam Bukhori sebagai berikut: 

لَ: نَ هَى رَسُولُ الِله صَلَى اللهُ اعَنْ انََسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْوُ انََّوُ قَ 
ةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، الْمُلََمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَ لَ عَلَيْوِ 

32(رواه البخارىوَالْمُزاَبَ نَةِ. )  
“Dari Annas bin Malik r.a, berkata: Rasulullah Saw. melarang 

melakukan jual beli yang belum ditunai, jual beli yang buahnya 

belum matang (hijau), jual beli dengan sentuhan, jual beli 

dengan tebak-tebakan, dan jual beli timbangannya tidak 

diketahui.” (HR. Bukhari Nomor 2207)
33

 

 

2) Hadits dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah 

menyatakan: 

                                                           
31

Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor keuangan 

Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 64 
32
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Ilmiyah , 2004), h. 1685. 
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هَا أَنَّ النَّ  بَِ صَلّى اللهُ عَلَيْوِ حَدًثنِِ الأسْوَادُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَن ْ
نَوُ )رواه البخارى(اَ لََ اِ  تَ رَى طعََامً مِنْ يَ هُوْدِى  وَسَلَّمَ اِشْ  34جَلٍ وَرَىَّ  

“Telah berkata al-Aswad, dari Aisyah r.a bahwasannya Nabi 

Muhammad Saw. telah membeli makanan dari seorang Yahudi 

dengan tempo dan menggadaikan baju besinya.” (HR. 

Bukhari)
35

 

 

Al-Qur‟an dan hadits dipandang sebagai fitrah al-munazzalah 

sebagai pendamping fitrah yang dimiliki oleh manusia secara 

langsung dalam dirinya seperti al-aql, al-syahwat dan al-ghadab.
36

 

Al-Qur‟an dan as-Sunnah adalah rujukan ilmu-ilmu Islam. Al-Qur‟an 

adalah kitab suci karena di dalamnya terdiri dari himpunan wahyu 

yang merupakan “dalil-dalil” ilmu. Dalil disini dimaksudkan sebagai 

petunjuk adanya ilmu-ilmu atau ide-ide ilmiah. Al-Qur‟an bukanlah 

ilmu itu sendiri, ini terbukti adanya fakta bahwa Al-Qur‟an 

mendorong umatnya untuk menciptakan ide-ide sains yang menjadi 

dasar ilmu-ilmu di kemudian hari. Berdasarkan hal itu maka prinsip 

kembali kepada Al-Qur‟an dan As-Sunnah termasuk prinsip 

epistemologi hukum Islam. Karena itu, peraturan apapun yang akan 

dibuat oleh manusia harus merujuk kepada Al-Qur‟an dan As-Sunnah 

baik secara tekstual maupun kontekstual.
37
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c. Ijma’  

Ijma’ merupakan suatu kesepakatan seluruh ulama mujtahidin 

di antara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah 

SAW atau hukum syar‟i mengenai suatu kejadian atau kasus, 

tentang diperbolehkannya melakukan jual beli.
38

 

Berdasarkan nash di atas ulama mujtahidin telah ijma‟ 

tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung di 

dalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa 

hidup tanpa pertolongan orang lainnya. Ia senantiasa membutuhkan 

barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain 

tidak akan menyerahkan sesuatu pun tanpa ada ganti atau 

imbalannya. Oleh karena itu, jual beli dalam rangka untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan 

dalam kehidupan manusia diperbolekan.
39

 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai 

konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual 

kepada pihak pembeli, maka sebagai salah satu bentuk transaksi dalam jual 

beli harus memiliki beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. 

Beberapa hal tersebut biasa disebut rukun dan syarat.
40

 Dalam menetapkan 
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rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat.
41

 Ulama 

Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. 

Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela 

yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka 

jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya 

dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti 

para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.
42

 

Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat macam, yaitu: 

para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), sighat (lafal ijab dan 

qabul), barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang. 

Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad 

(syurut al-in‟iqad), syarat pelaksanaan jual beli (syurut al-nafadz), syarat 

sah (syurut al-sihhah), dan syarat mengikat (syurut al-luzum).
43

 Secara 

umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari 

pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang 

berakad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lain-

lain. 

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut 

akan batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad 

tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf 

yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada 

kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat mengikat (luzum), akad tersebut 
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mukhayyir (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun 

membatalkan.
44

 

Pertama, syarat terbentuknya akad (syurut al-in’iqad). Syarat ini 

merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat 

ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, akad, 

lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Syarat yang terkait 

dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua: 

1) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau mumayyiz. 

2) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena 

tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana pihak 

tersebut  menjadi orang menyerahkan dan yang menerima. 

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara 

ijab dan qabul. Sementara mengenai syarat tempat akad, akad harus 

dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan 

barang yang dijadikan objek transaksi ada empat, yaitu: 

1) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. 

2) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat 

disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak 

menimbulkan kerusakan. 

3) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, 

kepemilikan sempurna. 

4) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi.
45
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Sementara syarat yang terkait ijab dan qabul ada tiga, yaitu: 

1) Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum. 

2) Kesesuaian antara qabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun 

kuantitas. 

3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang 

melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau 

berada dalam satu tempat yang berbeda, namun keduanya saling 

mengetahui. Artinya perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis atau 

satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan.
46

 

Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli (syurut al-nafadz) 

ada dua, yaitu: 

1) Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang 

terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik 

otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian 

suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga 

harus cakap hukum. 

2) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah 

sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.
47

 

Ketiga, syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu 

syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah syarat-syarat 

yang telah disebutkan di atas dan ditambah empat syarat, yaitu: 

1) Barang dan harganya diketahui (nyata). 
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2) Jual beli tidak boleh bersifat sementara (muaqqat), karena jual beli 

merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk 

selamanya. 

3) Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka 

tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama. 

4) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang 

menguntungkan salah satu pihak.
48

 

Sementara syarat khusus ada lima, yaitu: 

1) Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang 

tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan 

akan rusak apabila tidak  segera diserahkan. 

2) Diketahuinya harga awal pada jual beli murabahah, tauliyah dan 

wadi’ah. 

3) Barang dan harga penggantinya sama nilainya. 

4) Terpenuhinya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal 

dalam jual beli salam. 

5) Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.
49

 

Selain syarat di atas, ada syarat tambahan yang menentukan 

keabsahan sebuah akad setelah syarat terbentuknya akad terpenuhi. Syarat 

tambahan ini ada empat macam, yaitu: 

1) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa paksaan dari 

pihak manapun. 
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2) Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya; 

3) Bebas dari gharar. 

4) Bebas dari riba.
50

 

Syarat-syarat keabsahan di atas menentukan sah atau tidaknya 

sebuah akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat 

tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi akad 

tetap tidak sah. Akad semacam ini dinamakan akad fasid. Menurut ulama 

kalangan Hanafiyah akad fasid adalah akad yang menurut syara‟ sah 

pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Artinya akad yang telah memenuhi 

rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya. 

Keempat, syarat mengikat dalam akad jual beli. Sebuah akad yang 

sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana dijelaskan di atas, 

belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah 

melakukan akad. Ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang 

melakukan akad jual beli: 

1) Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para 

pihak;  

2) Terbebas dari khiyar, khiyar merupakan hak untuk menentukan dua hal 

atau lebih pilihan, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru 

mengikat ketika hak khiyar telah berakhir, selama hak khiyar belum 

berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.
51
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Apapun bentuk jual belinya, apapun cara dan media transaksinya, 

maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan diatas. 

4. Macam-Macam Jual Beli 

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi 

hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan 

batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. 

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan 

pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: 

لََْ  ئبَِةٍ الذَّمَّةِ وَبَ يْعُ عَيٍْْ غَاالْبُ يُ وْعُ ثَلَثَةٌَ بَ يْعُ عَيٍْْ مُشَاىَدَة وَبَ يْعُ شَيْْءٍ مَوْصُوْفٍ فِِ 
 تُشَاىِدْ 

Artinya: “Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) 

jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda 

yang tidak ada.”
52

 

 

Jual  beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad 

jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan 

pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, 

seperti membeli beras di pasar. 

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli 

yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih 

gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau 

barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu 

pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang 

tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini 
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Khatib bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang 

berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan 

gharar.  

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga 

bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual 

beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh 

kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat 

merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak. Hal yang 

dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan 

pembicaraan dan pernyataan. 

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau 

surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via 

pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak 

berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli 

seperti ini diperbolehkan menurut syara’.
53

 

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan 

istilah mu’athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan 

qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label 

harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang 

pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan 

tanpa sighat (ijab dan qabul) antara penjual dan pembeli, menurut sebagian 

Syafi‟iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli. 
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Tetapi sebagian Syafi‟iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan 

jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni 

tanpa ijab qabul terlebih dahulu. 

Selain pembelian di atas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada 

yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang 

terlarang tetapi pisah. 

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah senagai berikut: 

a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, 

berhala, bangkai dan khamar. 

b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba 

jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.  

c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual 

beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.  

d. Jual beli dengan muhaqallah. Muhaqallah bearti tanah, sawah, dan 

kebun, maksud muhaqallah di sini ialah menjual tanam-tanaman yang 

masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada 

persangkaan riba di dalamnya. 

e. Jual beli dengan mukhadarah, yaitu menjual buah-buahan yang belum 

pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, 

mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang 

karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah 
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tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil 

oleh si pembelinya.
54

 

f. Jual beli dengan muammassah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, 

misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu 

malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh bearti telah 

membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan 

kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. 

g. Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, 

seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, 

nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah 

terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena 

mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul. 

h. Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan 

buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi 

basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan 

pemilik padi kering.  

i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. 

Menurut Syafi‟i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang 

pertama seperti seseorang berkata “kujual buku ini seharga $ 10,- dolar 

amerika dengan tunai atau $ 15,- dolar amerika dengan cara utang”.
55

 

Arti kedua ialah seperti seseorang berkata “aku jual buku ini kepadamu 

dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.”  
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j. Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul), jual beli seperti ini, hampir 

sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini 

dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “aku jual rumahku 

yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu 

padaku.” Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua 

harga arti yang kedua menurut al-Syafi‟i. 

k. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan 

terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau 

menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya 

jelek.  

l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti 

seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah 

satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada 

dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang 

dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas 

(majhul), jual beli tersebut batal. 

m. Jual beli fudhlul, yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin 

pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian 

dipandang tidak sah, sebab hal ini dianggap mengambil hak orang lain 

(mencuri).
56
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Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah 

hukumnya, namun orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk 

membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, 

sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga 

yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang 

berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila 

orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini 

tidak apa-apa.  

b. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, seperti 

seseorang, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli 

dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan 

menyakitkan orang lain. 

c. Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi 

harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang 

itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama.  

d. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: 

“Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja 

kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu”.  

5. Syarat Sah Jual Beli 

Dalam dunia bisnis, akad memiliki peranan yang sangat penting 

karena keberlangsungan kegiatan bisnis ke depan akan tergantung 
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seberapa baik dan rinci akad yang dibuat untuk menjaga dan mengatur hak 

dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad. Akad merupakan 

perjanjian yang mengikat hubungan kedua pihak, baik itu sekarang dan 

yang akan datang. Pemilihan akad akan mencerminkan seberapa besar 

resiko dan keuntungan bagi kedua pihak, terutama bagi pihak pemodal 

maupun pihak yang mengelola bisnis atau antara pembeli dengan penjual. 

Ilmu fiqih menawarkan berbagai rincian dan penetapan dasar-dasar 

perjanjian bisnis sehingga dapat merealisasikan tujuan dan kepentingan 

yang berakad. Selain itu ilmu fiqih khususnya ilmu fiqih muamalah akan 

menjawab persoalan serta membuat aturan untuk menjalankan aktivitas 

bisnis yang sesuai  dengan prinsip syariah serta melahirkan kaidah-kaidah 

dan pandangan yang digunakan untuk transaksi bisnis yang baru muncul 

dan semakin beragam di era modern. Semakin jelas, cermat serta rinci 

dalam membuat akad maka semakin kecil kemungkinan terjadi konflik 

antar kedua belah pihak yang berakad di masa yang akan datang karena 

masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya.
57

 

Suatu jual beli tidak dapat dikatakan sah apabila tidak terpenuhi 

dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu: 

a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak 

untuk melakukan transaksi adalah syarat mutlak keabsahannya. 

b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang 

yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan 
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oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan 

seizin walinya dan akad tersebut bernilai rendah seperti membeli 

kembang gula, roti, dan lain-lain. 

c.  Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh 

kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimilki 

tanpa seizin pemiliknya. 

d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. maka tidak 

boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-

lain. 

e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Maka, 

tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat 

diserahterimakan. 

f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak 

sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat 

terlebih dahulu barang tersebut dan atau spesifikasi barang tersebut. 

g. Harga jual harus jelas saat sedang melakukan transaksi.
58

 

6. Khiyar Jual Beli 

 Dalam jual beli, menurut agama islam dibolehkan, apakah akan 

meneruskan jual beli atau akan membatalkan.
59

 Secara etimologi khiyar 

artinya memilih, menyisihkan, dan menyaring, secara umum artinya 

adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan 
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orientasi.
60

 

 Secara terminologi dalam ilmu fiqih, khiyar artinya hak yang 

dimiliki dua orang yang sedang melakukan perjanjian usaha untuk 

memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut 

atau membatalkannya Hikmah disyariatkannya hak pilih adalah 

membuktikan dan mempertegas adnya kerelaan dari pihak pihakyang 

terikat dalam perjanjian.oleh sebab itu syariat hanya menentapkan dalam 

kondisi tertentu saja, atau sbagai persyaratan. Khiyar dibagi menjadi tiga 

macam. Macam macam khiyar dalam jual beli ialah: 

a. Khiyar majelis, yaitu apabila akad dalam jual beli telah terlaksana dari 

pihak penjual dan pembeli maka kedua belah pihak boleh meneruskan 

atau membatalkan selama keduanya masih berada dalam tempat akad 

(majelis). 

b. Khiyar Syarat, ialah bahwa salah satu dari dua pihak yang berakad 

membeli dengan sesuatu dengan syarat bahwa ia boleh berkhiyar 

dalam waktu tertentu sekalipun lebih.
61

 Jika ia menghendaki jual beli 

dilaksanakan jika tidak, dibatalkan. Persyaratan ini, boleh dari kedua 

belah pihak, dan boleh pula salah satunya. Adapun dasar persyarataan 

adalah: 

 “setiap dua orang yang melakukan akad jual beli , belum sah 

dinyatakan jual beli sebelum mereka berpisah, kecuali jual beli 

khiyar”. Artinya jual beli dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah 
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apabila mereka berdua telah berpisah, kecuali bila disyaratkan oleh 

salah satu kedua belah pihak , atau kedua-duanya ada syarat khiyar 

dalam masa tertetentu. 

c. Khiyar Aibi, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan dari 

benda-benda yang diperjual belikan, seperti orang berkata, “saya 

membeli motor itu seharga sekian, bila motor itu cacat maka akan 

saya kembalikan”. Seperti yang diriwayatkan dalam Ahmad dan Abu 

Dawud dari Aisyah r.a. bawa seorang pembeli budak, kemudian budak 

tersebut disuruh berdiri didekatnya, didapatinya pada budak itu 

kecacatan, lalu diaduknnya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan 

pada penjual. Penyebab khiyar aib adalah cacat pada barang yang 

diperjual belikan (ma’qud ‘alaih) atau (tsaman), karena kurang 

nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang berakad 

tidak meneliti kecacatannya ketika akad berlangsung.
62

 

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli 

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli 

antara lain:  

a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada 

dengan jalan kerelaan (suka sama suka). 

b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang 

diperoleh dengan cara yang bathil.
63
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c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dan rezeki yang halal. 

d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat). 

e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagian bagi jiwa 

karena memperoleh rezeki yang cukup dan menerima dengan ridha 

terhadap anugerah Allah swt. 

f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara 

penjual dan pembeli.
64

 

B. Jual Beli Kredit dalam Islam 

1. Pengertian Jual Beli Kredit 

Jual beli disyariatkan kepuasan bagi para hamba-Nya, karena setiap 

manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. 

Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selama 

manusia itu hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi kebutuhannya 

sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamnya. 

Dalam hubungan tersebut memerluka pertukaran, seorang memberikan apa 

yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagau pengganti sesuai 

kebutuhannya.
65

 

Thomas Suyatno mengatakan bahwa kebutuhan manusia yang 

beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan 

kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu terbatas. Hal ini 

menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan 
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cita-citanya. Dalam hal ini ia berusaha, maka untuk meningkatkan daya 

guna sesuatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan.
66

 

Dalam praktik sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk 

perjanjian tertulis baik di bawah tangan maaupun secara materiil. Dan 

sebagai jaminan pengaman, pihak peminja akan memenuhi kewajiban dan 

menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. 

Dasar darikredit adalah kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit 

(kreditur)  percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup 

memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan dengan jangka waktu 

yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. 

Kredit berasal dari bahasa romawi “credera” yang berarti 

percaya.
67

 Pengertian kredit menurut istilah adalah kemampuan untuk 

melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan 

suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu tertentu 

yang telah disepakati.
68

 

Menurut Setiawan Budi Utomo seorang anggota Dewan Syariah 

Nasional (DSN) dan merupakan fatwa MUI menjelaskan bahwa: 

“Dibolehkannya jual beli secara kredit, asalkan tidak memakai sistem 

bunga, namu bila karena dorongan kebutuhan yang mendesak  dan harus 

melakukan kredit secara berbunga, maka harus didasari keyakinan penuh 

sesuai kondisi financial (ekonomi) mempu melunasi pada waktu yang 

ditentukan, agar tidak terkena utang. Hal  ini sesuai prefentif untuk 

mencegah dari pebuatan dosa”.
69
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Kredit (taqsith) secara bahasa berarti membagi-bagi sesuatu dan 

memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah.
70

 

Sedangkan secara istilah taqsith adalah menjual sesuatu dengan cara 

memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu 

secara tertentu.
71

 

Dalam jual beli kredit memang ada kemiripan antara riba dan 

tambahan harga. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli adalah 

sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang 

mendasar antara jual beli kredit dan riba. Allah menghalalkan jual beli 

termasuk jual beli kredit, Karena adanya kebutuhan. sedangkan 

mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena 

penundaan. 

 Jual beli secara kredit merupakan salah satu cara memiliki sesuatu 

dengan cara mengangsur, sehingga barang tersebut resmi menjadi milik 

seseorang. Milik dalam buku pokok-pokok fiqih muamalah dan hukum 

kebendaan dalam islam dikatakan bahwa “kekhususan terhadap pemilik 

suatu barang menurut syara‟ untuk bertindak secara bebas dengan tujuan 

mengambil mamfaatnya selama tidak ada penghalang syar‟i.” 

Dalam mu’jamul wasith 2/140 dikatakan, “mengkredit hutang 

artinya adalah membayar hutang tersebut dengan cicilan yang sama pada 

beberapa waktu yang ditentukan.” Adapun pengertian jual beli kredit 

secara istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan 
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cara meberikan cicilan dengan jumlah tertentu, dan biasanya harganya 

lebih mahal dibanding dengan harga kontan. Dan  menurut hukum islam, 

barang yang masih dalam masa cicilan itu tidak bisa dijual. 

Sedangkan Dimyaudin Djuwaini mengatakan “jual beli kredit 

merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara 

berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Dimana penjual harus 

menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar haraga 

barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.
72

 

Menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 tentang 

perbankan, kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga.
73

 Barang kredit merupakan hak milik pihak toko. Dan 

akan berpindah hak milik apabila seseorang sudah melunasi kewajiban 

sebagai pembeli. 

Jadi jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan 

tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek 

jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun 

sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur dengan cara membayar 
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cicilan dengan jumlah tertentu dan waktu tertentu sesuai kesepakatan 

antara kedua belah pihak (pembeli dan penjual).
74

 

2. Dasar Hukum Jual Beli Kredit  

Pensyariatan jual beli secara berutang atau kredit tidak dijelaskan 

secara khusus tetapi berpedoman pada keumuman ayat tentang jual beli 

yang terdapat dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 282 yang 

membicarakan tentang bolehnya hukum jual beli secara berutang (ba‟i al-

muajjal).
75

  

a. QS. Al-Baqarah : 282 

                       

         ﴿ : ٢ٕٕالبقرة ﴾ 

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya…”
76

  (QS. Al-Baqarah : 282) 

 

Lafaz faktubuh pada ayat tersebut menunjukan kata perintah 

untuk mencatat transksi utang piutang. Catatan ini menurut ibnu 

Asyur dalam tafsirnya Al-Tahrir wa Al-Tanwir memliki dua 

kemungkinan “catatan yang ditulis oleh dua pihak yang saling 

berutang atau salah satu diatara keduanya sebagai bukti jika terjadi 

pengingkaran, serta ctatan dari pihak ketiga sekaligus sebagai saksi 

apabila kedua belah pihak memang tidak bisa mencatat, dan inilah 
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yang banyak terjadi pada saat turunya ayat dimana kondisi bangsa 

arab belum akrab dengan dunia tulisan. 

Menurut jumhur ulama, sistem kredit ini masih  masuk dalam 

lingkup prinsip berkeadilan artinya meskipun dalam sistem jual beli 

kredit ada tambahan harga namun sisi pihak tidak menerima uang 

pembayaran secara kontan dan tidak bisa memutar hasil penjualannya 

secara   langsung,   sehingga   sebuah   kewajaran   jika   ia   menutupi 

penundaan  pembayaran  dengan  cara  menaikkan  harga. Kaitannya 

dengan jual beli kredit atau bertempo, Allah menganjurkan untuk 

dilakukan pencatatan, akan tetapi ini hanya bersifat bimbingan bukan 

sebuah kewajiaban. Abu Said, asy-Sya‟bi, Rabi‟ bin Anas mengatakan 

bahwa pada mulanya mencatat transaksi itu wajib, akan tetapi 

dinasakh oleh firman Allah SWT: “Namun, apabila sebagian kamu 

mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu 

menunaikan amanatnya” Hal ini senada dengan pendapat M. Quraish 

Shihab dalam buku tafsir al-Mishbah, bahwa pencatatan dalam 

muamalah terutama yang tidak tunai itu sebagai anjuaran, bukan 

kewajiaban”. 

Jual  beli  kredit  ini  dikenal  dengan  istilah  memberi  hutang 

hukumnya adalah sunnah, bahkan ada yang wajib, seperti 

menghutangi orang yang terlantar atau orang yang  sangat 

membutuhkan, memang tidak salah lagi bahwa hai ini adalah suatu 

pekerjaan yang sangat amat besar faedahnya terhadap masyarakat, 
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karena tiap-tiap oarang dalam masyarakat berhajat kepada 

pertolongan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT: 

b. Q.S. Al-Maidah (5) : 2 

                          

         ﴿ : ٕالمآئدة ﴾ 

  

Artinya:”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya.”
77

 (QS. Al-Maidah : 2) 

 

Ayat tersebut memberikan pengertian agar tolong-menolong di 

antara kaum muslimin terhadap kebajikan. Juga termasuk memberikan 

hutang kepada orang lain seperti jual beli dengan pembayarannya 

bertempo atau tertunda. 

 Proses realisasi kredit kadang-kadang tidak semulus yang 

dibayangkan. Dalam pelaksanaanya, kredit sering mengelami problem 

yaitu kredit macet.  

Berkaitan dengan kredit macet, dalam Islam pun telah dijelaskan 

secara umum tentanng kredit macet, sebagaimana Allah berfirman dalam 

Q.S Al-Baqarah : 280 : 

                    

    ﴿ : ٢ٕٓالبقرة ﴾ 
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Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka 

berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian 

atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”
78

 (QS. 

Al-Baqarah: 280) 

 

Dari ayat diatas dapat dipahami jika debitur berada dalam kesukaran 

maka kreditur memberikan waktu tempo hingga debitur mampu 

mengembalikan pinjamannya, sebaliknya jika debitur dalam keadaan 

lapang, maka ia wajib segera mengembalikannya. Setiap orang 

berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah di akadkan, baik berupa 

perkataan maupun perbuatan. Dalam akad pun ditegaskan untuk 

memperoleh yang berkaitan dengan kehalalan, harus memegang nilai 

moral dan nilai keadministrasian. Menepati janji adalah wajib, dan setiap 

orang bertanggung jawab akan janji-janjinya. Dalam Islam, setiap orang 

yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki 

hutang kepada yang dipinjami. Setiap hutang adalah wajib dibayar, 

sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar, bahkan melaikan 

pembayaran hutang juga termasuk perbuatan aniaya.
79

 

Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet adalah sebagai 

berikut:
80

 

a. Dari pihak pembiayaan artinya dalam melakukan analisis,pihak 

analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjai, tidak di 

prediksi sebelumnya. dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis 
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pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam anilisnya dilakukan 

secara subjektif. 

b. Dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan dapat dilakukan akibat 

adanya unsur kesengajaan maupun tidak kesengajaan. 

3. Syarat Jual Beli Secara Kredit 

Agar penundaan waktu pembayaran dan angsuran menjadi sah, 

maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Harga  kredit  termasuk  jenis  utang.  Jika  penyerahan  barang 

dagangan ditunda sampai waktu tertentu dengan perkataan pembeli 

“Saya beli dengan dirham-dirham ini, tetapi saya akan menyerahkan 

dirham-dirham ini di lain waktu”. Jual beli seperti itu batal karean 

penundaan waktu pembayaran hanya boleh  dalam keadaan darurat 

manakala pembeli tidak mempunyai uang untuk membayarnya dan 

dimungkinkan ia mencarinya dalam beberapa waktu. 

b. Harga (pembayarannya) bukan merupakan ganti penukaran uang 

dan harga pembayaran yang diserahkan bukan dalam jual beli 

salam. Karena kedua jual beli ini mensyaratkan diterimanya uang 

pembayaran   ditemapat   transaksi,   sehingga   sebagai   tindakan 

preventive  untuk   mencegah   riba   tidak   mungkin   dilakuakan 

penundaan waktu pembayaran. 

c. Tidak  ada  unsur  kecurangan  yang  keji  pada  harga.  Penjual 

berkewajiban membatasi keuntungan atau laba sesuai kebiasaan yang 

berlaku dan tidak mengeksploitasi keadaan pembeli yang sedang 
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kesulitan dengan menjual barang dengan laba yang berlipat- lipat, 

karena hal ini termasuk kerusakan, ketamakan, merugikan manusia 

dan memakan harta semasa secara bathil. 

d. Mengetahuai harta pertama apabila jaul beli secara kredit terjadi 

dalam wilayah jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli 

(am nah). 

e. Tidak ada persyaratan dalam jual beli sistem kredit ini. Apabila 

pembeli menyegerakan pembayarannya penjual memotong jumlah 

tertentu dari harga yang semestinya. 

f. Dalam akad jual beli secara kredit, penjual tidak boleh membeli 

kepada  pembeli, baik pada saat akad maupun sesudahnya, 

menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pihak yang 

berhutang terlambat membayar utangnya. 

g. Tujuan pembeli membeli barang dagangan dengan harga kredit yang  

lebih  tinggi  daripada  harga  cash  adalah  agar  ia  dapat 

memanfaatkannya  segera    atau untuk  diperdagangkan. Namun 

apabila tujuannya agar ia dapat menjualnya dengan segera dan 

mendapatkan sejumlah uang demi memenuhi suatu kebutuhannya 

yang lain, praktik demikian disebut tawaruq dan hal tersebut tidak 

diperbolehkan. 

C. Teori Penyelesaian Kredit Macet 

Secara luas kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau 

kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, 



49 
 

misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, mengenai 

pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan, 

dan peningkatan agunan dan sebagainya. 

Dalam hal kredit macet pihak kreditur perlu melakukan 

penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian, penyelamatan 

yang dilakukan apakah dengan memberi keringanan berupa jangka waktu 

atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan 

penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk pembayaran. Terhadap 

kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan 

sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian.  

Penyelesaian terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

1. Resceduling 

a. Memperpanjang waktu kredit  

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam 

masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu 

dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai 

waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. 

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran 

Memperpanjang jangka waktu angsuran sama dengan 

jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran 

kreditnya diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali 
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menjadi 48 kali dalam hal ini tentu angsuran pun menjadi mengecil 

seiring dengan penambahan jumlah angsuran. 

2. Reconditioning 

a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok 

b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya 

hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok 

pinjaman tetap harus dibayar seperti biasa. 

c. Penundaan suku bunga, maksudnya agar lebih meringankan beban 

nasabah. 

d. Pembebasan bunga, diberikan kepada nasabah dengan 

pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit 

tersebut.
81

 

3. Restructuring 

a. Dengan menambah jumlah kredit 

1) Dengan menambah equity 

2) Dengan menyetor uang tunai 

b. Tambahan dari pemilik 
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